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Perkembangan teknologi dan digitalisasi melahirkan ruang-ruang inovasi dalam berbagai hal baik sosial,
budaya, hukum, dan tidak terkecuali dalam hal seni. Dalam bidang seni, kemajuan teknologi tersebut juga
merupakan titik awal keterlibatannya untuk merambah ke ekonomi modern. Dewasa ini, terdapat inovasi
berupa Non-Fungible Token (NFT) yang berbasis internet dalam bidang seni yang dapat berbentuk karya
seni lukisan, foto, video, gambar, animasi, musik, dan karya kreatif lainnya yang tersimpan dalam satu
teknologi arsip data atau buku besar digital bernama blockchain. NFT merupakan sebuah inovasi dari
produk hasil intelektualitas manusia dan disinyalir sebagai sebuah benda dalam kacamata hukum. NFT yang
berdiri diatas sistem bernama blockchain dikategorikan sebagai intellectual property dan melekat hak
kekayaan intelektual (HK1) berupa hak ciptadi dalamnya. Selain itu, NFT juga memiliki nilai ekonomis
yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Berkaitan hal tersebut, pesatnya perkembangan
industri ekonomi kreatif dan pelaku yang berkecimpung di dalamnya membuat Pemerintah mengesahkan
PP No. 24 Tahun 2022 yang dapat menjadikan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif yang bersifat eksploratoris dengan pendekatan interdisipliner antara hukum
perdata dan hukum kekayaan intelektual serta berbentuk evaluatif. Sebagaimana hak cipta merupakan salah
satu dari HKI1, dalam hal ini menimbulkan pembahasan menarik apabila menyangkut mengenai hak cipta
NFT. Dengan demikian maka penelitian ini membahas mengenai NFT sebagai sebuah benda dan kekayaan
intelektual untuk dijadikan jaminan fidusia dalam pembiayaan pelaku ekonomi kreatif berdasarkan PP No.
24 Tahun 2022. Dimana berdasarkan definisi dan konsep hak cipta serta PP No. 24 Tahun 2022 NFT dapat
menjadi objek jaminan fidusia. Namun hal ini harus terus didukung dengan banyak persiapan yang matang,
kolaborasi dan sinergi antar para pihak, serta harus menempuh jalan yang panjang.

...... The evolution of technology and digitalization generates opportunities for innovation in a variety of
social, cultural, legal, and artistic fields. These technological advancementsin the field of art are also the
starting point for its integration into the modern economy. Today, there is an innovation in the field of art in
the form of an internet-based Non-Fungible Token (NFT) that can take the form of paintings, photos, videos,
drawings, animations, music, and other creative works stored in blockchain, a data archive technology or
digital ledger. In the eyes of the law, NFT is an innovation derived from human intellect and is designated as
an object. Blockchain-based non-fungible tokens are classified as intellectual property and are accompanied
by intellectual property rights (IPR) in the form of copyright. NFTs possess economic value that can
generate profits for their owners. In this regard, the rapid growth of the creative economy industry and its
participants prompted the government to ratify PP No. 24 of 2022, which can make intellectua property
rights an object of fiduciary guarantee. Thisis an exploratory and evaluative normative legal study with an
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interdisciplinary approach between civil law and intellectual property law. As copyright is one of the IPR,
this situation gives rise to an intriguing discussion regarding NFT copyright. Based on PP No. 24 of 2022,
this study discusses NFTs as an object and intellectual property as afiduciary guarantee for financing
creative economic actors. Where the definition and concept of copyright and PP No. 24 of 2022 permit
NFTsto be the subject of fiduciary assurances. However, this must continue to be supported by a great deal
of careful planning, collaboration, and synergy among the parties, and must go along way.



